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BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2012 NOMOR 15

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kepentingan umum
sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar  Pokok-Pokok  Agraria dan guna
menyesuaikan harga dengan perkembangan
perekonomian perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peratur
Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemb

Ganti Kerugian Tanaman; @
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 950
tentang Pembentukan Da -Daerah
Kabupaten dalam Iingkungmsi Jawa
Timur Juncto Unda dang Nomor 2
Tahun 1965 tenta ubahan Batas
dya dan Daerah
Lembaran Negara

dhun 1965 Nomor 19,
Negara Republik

Tingkat Il Surz
Republik Ingon
Tambahan . 1&

o

Undang- Nomor 5 Tahun 1960
tentang eraturan Dasar Pokok-Pokok
Agra embaran Negara  Republik

ne ahun 1960 Nomor 104, Tambahan
an Negara Republik Indonesia Nomor

0
dang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960

O

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2106);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan
Benda-Benda yang Ada di Atasnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tamabahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lemberan Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20
tentang Jalan (Lembaran Negara Rep

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Ta n 18.
Lembaran Negara Republik Indones@y r

132);

Undang-Undang Nomor 2007

tentang Penataan Ruang ( n Negara

Republik Indonesia T. Nomor 68, 19.
Tambahan Lembaran ara  Republik

Indonesia Nomor 47

Undang-Undan r 32 Tahun 2009
tentang i dan Pengelolaan

Lingkungayx (Lembaran  Negara
Republik ia Tahun 2009 Nomor 140,

S

O

15.

: ;
aran Negara Republik

Tambah

Indone mor 5059);

Unda dang Nomor 2 Tahun 2012
Pengadaan Tanah Bagi

mpangunan untuk Kepentingan Umum
embaran Negara Republik Indonesia Tahun
12 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3643);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2171);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



20.

21.

22.

23.

24,

25.

2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212) Meng n
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan @
Presiden Nomor 35 Tahun 2011; @
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2

tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaks

Pembangunan untuk Kepentingan

sebagaimana telah diubah dengal ajuran
Presiden Nomor 65 Tahun 200%

Peraturan Menteri Dalam Neger mor 13
Tahun 2006 tentang Pe engelolaan

Keuangan Daerah se | telah diubah
Dalam Negeri

dengan Peraturan i

Nomor 59 Tahun 2&@

Peraturan a@ abupaten Mojokerto
Nomor 20 06 tentang Pengelolaan
Keuanga Daerah  (Lembaran  Daerah

@@

O

gkerto Tahun 2006 Nomor 14

Nomor 15 Tahun 2006

ifa Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
Nomor 10) sebagaimana telah diubah

tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
15 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN TANAMAN.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pemberian Ganti Kerugian Tanaman (Berita
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2011 (Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 29)
pada ketentuan Lampiran diubah sebagai berikut :

1. Angka romawi | angka 1 dan angka 2;

2. Angka romawi V angka 1;

3. Angka romawi VIl angka 1;

sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana

tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
padatanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI MOJOKERTO,
ttd

MUSTOFA KAMAL PASA
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 - 1 - 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd

MOCH. ARDI P
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOM

_-8alinan sesuai dengan aslinya, @
7 ~an-SEKERTARIS DAERAH %

"¢/ Asisten Administrasi Umum ;S
‘£ ~—KEP A BA(






